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Abstrak: Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat
Sarira. Penelitian ini mencoba untuk menggali makna mulat
sarira dalam konsep akuntabilitas pengelolaan limbah. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneli-
tian ini menemukan bahwa konsep akuntabilitas berbasis mulat
sarira pengelolaan limbah memberikan nilai puputan, THK, je-
ngah, taksu, desa-kala-patra, saput poleng, ngayah, hukum kar-
maphala, dan paras paros. Mulat sarira sebagai senjata pengen-
dalian diri mampu membangkitkan kewaspadaan diri untuk tidak
merusak hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan.
Dengan demikian, budaya mulat sarira merupakan konsensus
dekonstruksi nilai keseimbangan dan keharmonisan yang melan-
dasi pembangunan konsep akuntabilitas pengelolaan limbah.

Abstract: Mulat Sarira-based Accountability Waste Manage-
ment. This research tried to explore the meaning of mulat sarira
in the concept of waste management accountability. The research
method used was descriptive qualitative. This study found that
the concept of accountability based on multifarious sarira gives
the value of puputan, THK, embarrassment, taksu, village-ka-
la-patra, polish, ngayah, karmaphala, and paros paros. Mulat
sarira as a weapon of self-control could awaken self-awareness
to not damage relationships with God, human, and environment.
Thus, the culture of mulat sarira was the consensus of the de-
construction of balance and harmony values which underlies the
development of the concept of waste management accountability.

Kata kunci: akuntabilitas, tri hita karana, mulat sarira

Konsep akuntabilitas saat ini masih
sangat sempit karena hanya fokus pada
pertanggungjawaban dari manusia kepada
manusia lain. Konsep akuntabilitas (seperti
Bovens, 2007; Ebrahim, 2003; Koppel, 2005)
belum merumuskan secara lebih detail ga-
gasan yang berkaitan dengan perilaku ak-
tor kepada unsur non-manusia, dan hanya
fokus pada hubungan manusia dengan ma-
nusia. Konsep-konsep akuntabilitas telah
dikembangkan untuk berbagai jenis institusi
seperti konsep akuntabilitas untuk institusi
publik dibangun berdasarkan kepentingan
stakeholder, aktor, sifat kepentingan, dan
jenis kewajiban pelaporan (Bovens, 2007).
Pada organisasi nirlaba konsep akuntabili-
tas dirancang berdasarkan jenis pihak yang
berkepentingan yaitu pihak prinsipal, pi-

hak internal organisasi, dan pihak penerima
manfaat (Ebrahim, 2003). Sementara itu,
untuk korporasi desain konsep akuntabilitas
disusun berdasarkan dimensi nilai transpa-
rency, liability, controllability, responsibility,
dan responsiveness (Muchlis & Sukirman,
2016). Konsep akuntabilitas ini belum mam-
pu mengubah perilaku etika aktor terhadap
pengelolaan lingkungan secara riil dan baik
(virtue). Ini disebabkan masih sempitnya
ruang lingkup akuntabilitas yang dikem-
bangkan, sehingga kemudian berdampak
pada level implementasi di mana praktik
akuntabilitas hanya dilakukan sebatas pada
penyiapan laporan saja. Sempitnya konsep
akuntabilitas yang dikembangkan menjadi
penyebab perdebatan beberapa literatur yang
mempermasalahkan masih terdapatnya gap
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antara perilaku aktor dalam melaksanakan
mekanisme akuntabilitas dengan ekspekta-
si masyarakat (Bovens, 2010). Seharusnya
konsep akuntabilitas mendorong munculnya
moral legitimasi pada aktor individu dan or-
ganisasi kepada seluruh lapisan stakeholder
sehingga praktik akuntabilitas tidak hanya
sebatas pada penyiapan laporan, yang didu-
ga hanya dijalankan secara seremonial, me-
lainkan juga sampai pada tahap penyiapan
mekanisme aksi dan tindakan yang lebih ber-
moral dan beretika (Joannides, 2012; Over-
duin & Moore, 2017; Sullivan & Dwyer, 2009).

Praktik akuntabilitas yang dijalankan
secara seremonial merupakan konsekuensi
dari paradigma empirisme dan rasionalisme
yang dikembangkan dari nilai-nilai budaya
barat yang sangat bernuansa antroposen-
trisme (Byrch, Milne, Morgan, & Kearins,
2017). Oleh sebab itu, memasukkan nilai—
nilai moral (Bebbington & Larrinaga, 2014)
ke dalam konsep akuntabilitas dipandang
sebagai salah satu jawaban atas kegelisah-
an terhadap kegersangan nilai kebaikan
(virtue) dalam perilaku yang akuntabel. Kon-
sep akuntabilitas harus dilandasi oleh nilai
yang tidak hanya mengutamakan kepenting-
an manusia, tetapi juga memperhitungkan
dimensi di luar manusia, yaitu kelestarian
lingkungan yang telah menjadi budaya ma-
syarakat timur, seperti kearifan pengendalian
diri “mulat sarira” yang dimiliki masyarakat
Bali dalam berinteraksi dengan alam semes-
ta, sehingga dapat mendorong munculnya
moral legitimasiyang termanifestasi ke dalam
aksi dan tindakan riil yang beretika. Singkat-
nya, nilai kearifan lokal dapat digunakan se-
bagai driver untuk mewujudkan perubahan
sosial yang beretika dan bermoral (Lehman
& Kuruppu, 2017; Toms & Shepherd, 2017).

Gagasan kearifan pengendalian diri
“Mulat sarira” dapat menjadi dasar dalam
menerapkan akuntabilitas yang bersumber
pada perilaku etik aktor dalam mengelola
lingkungan. Mulat sarira merupakan ujung
tombak dalam merealisasikan akuntabi-
litas. Kesadaran mulat sarira memotivasi
aktor melaksanakan akuntabilitas sebagai
bentuk tanggung jawab serta hubungan
yang seimbang dan harmonis dengan se-
sama, lingkungan, dan Tuhan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa aktor harus memiliki
prinsip-prinsip perilaku etika yang tidak ha-
nya mengedepankan kepentingan diri sendi-
ri, yaitu akuntabilitas yang lebih holistik,
kompleks, dan keluar dari dominasi ukuran
kalkulatif (Gibbon, 2012). Dengan kata lain,

aktor sebagai pihak yang melaksanakan
akuntabilitas harus memiliki kesadaran un-
tuk memilah tindakan untuk kebaikan ber-
sama (sesama, alam, dan Tuhan) yang ber-
orientasi mulat sarira dalam membangun
konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas
yang memiliki aspek mulat sarira tersebut
akan menghasilkan tindakan aktor yang
melaksanakan mekanisme akuntabilitas
atas dasar kesadaran diri. Dengan demiki-
an, konsep akuntabilitas ini akan mewu-
judkan keseimbangan antara organisasi
dan masyarakat serta organisasi dengan
lingkungan (Kurland, 2017; Nasir, 2012).

Berdasarkan uraian beberapa kon-
sep akuntabilitas di atas, maka kebaru-
an artikel ini mengisi adanya kekosongan
pertanggungjawaban kepada Tuhan dan
alam semesta yang tidak dapat dijelaskan
oleh beberapa konsep akuntabilitas terse-
but. Oleh sebab itu, artikel ini menawar-
kan konsep akuntabilitas yang digali dari
nilai-nilai mulat sarira yang mengedepankan
hubungan manusia dengan Tuhan, manu-
sia dengan manusia dan manusia dengan
alam, atau dalam budaya Bali dikenal de-
ngan Tri Hita Karana. Dengan kata lain,
konsep akuntabilitas yang ditawarkan pada
artikel ini berorientasi pada keseimbangan
Tuhan, Alam, dan Manusia sesuai dengan
ajaran dan kearifan Tri Hita Karana. Kon-
sep akuntabilitas ini digali dari budaya Bali
yang secara kontekstual sangat meyakini
adanya hubungan yang tidak terpisahkan
antara Tuhan, manusia, dan alam. Dengan
demikian, akuntabilitas yang menginter-
nalisasi mulat sarira memiliki peran yang
signifikan dalam mengendalikan perilaku
aktor terkait pengelolaan dampak nega-
tif limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3) terhadap lingkungan dan masyarakat.

Mulat sarira merupakan budaya Bali
yang mengutamakan pengendalian diri
dengan cara menilai kembali perbuatan di
masa lalu untuk menjaga keseimbangan,
keselarasan, dan kedamaian dalam hidup.
Nilai-nilai dalam Mulat sarira mengingatkan
untuk menemukan identitas jati diri dengan
kembali ke akar nilai kehidupan. Hal ini ber-
makna menemukan hakikat diri dan tindak-
an apa yang akan dilakukan sebagai bentuk
komitmen terhadap hakikat diri. Penemuan
hakikat diri dilakukan dengan berani intro-
speksi diri dan memperbaiki tindakan de-
ngan berlandaskan pada nilai dalam kesatu-
an keseimbangan dan keharmonisan. Hal ini
menunjukkan pemikiran dasar mulat sarira
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mampu membedakan tindakan yang baik
dan buruk, serta kesadaran apa pun yang
kita perbuat akan memberikan hasil (kar-
ma) yang membentuk pola pikir, sikap, dan
perilaku. Sementara itu, penelitian tentang
akuntansi sosial dan lingkungan, yang fokus
pada topik keperilakuan dan kerangka nilai
perilaku, masih memiliki ruang yang sangat
besar untuk dieksplorasi dan dikembangkan
(Parker, 2011). Artinya, tidak ada satu ben-
tuk tunggal dari akuntansi. Akuntansi dapat
dibentuk dan dikembangkan dari suatu nilai
budaya dengan tujuan mencapai suatu nilai
yang menjadi dasar budaya tersebut. Ber-
hubungan dengan hal itu, peneliti menilai
bahwa budaya mulat sarira yang didasari
oleh nilai pengakuan terhadap keseimbang-
an Tuhan, manusia, dan alam, sangat se-
suai untuk menjadi pijakan pengembangan
akuntanbilitas limbah. Penilaian ini lebih
spesifik ditujukan kepada elemen pengen-
dalian diri yang terdapat pada mulat sarira,
yaitu bahwa interaksi manusia terhadap
lingkungan dalam menjalankan usaha tidak
boleh melupakan diri. Oleh sebab itu, peneliti
tertarik untuk menggunakan nilai-nilai yang
terdapat dalam budaya mulat sarira dalam
membangun konsep akuntabilitas limbah.
Berdasarkan uraian di atas, tujuan artikel
ini adalah untuk membangun konsep akun-
tabilitas yang digali dari nilai-nilai mulat sa-
rira. Artikel ini membahas beberapa bagian;
bagian pertama mengulas tentang konsep
akuntabilitas saat ini, bagian kedua mem-
bahas tentang nilai-nilai mulat sarira, dan
bagian ketiga membangun konsep akun-
tabilitasnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekat-
an kualitatif secara induktif terkait akun-
tabilitas pengelolaan limbah. Pendekat-
an kualitatif ini berupaya memaknai dan
menginterpretasikan fenomena sosial, yaitu
akuntabilitas pengelolaan limbah yang di-
analisis dalam perspektif nilai filosofis
budaya Bali, mulat sarira. Penelitian ini
menggunakan analisis tanpa aturan baku
yang menekankan fleksibilitas melalui
reduksi data dan interpretasi. Reduksi
data dilakukan berupa menangkap data-
data penting dalam mendeskripsikan mak-
na fenomena. Reduksi data dalam peneli-
tian ini adalah mendapatkan makna yang
substatif dan signifikan terkait fenomena
akuntabilitas pengelolaan limbah. Inter-
pretasi data dalam penelitian ini dilakukan

dengan memaknai data dari hasil reduk-
si terkait akuntabilitas pengelolaan limbah
yang dilandasi dari budaya mulat sarira.

Dalam penelitian ini pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara men-
dalam, observasi, dan dokumentasi terkait
akuntabilitas pengelolaan limbah dan bu-
daya mulat sarira. Informan dalam peneliti-
tan ini adalah pemilik dan direktur Rumah
Sakit Sehati yang berasal dari Bali yang
sangat memahami dan mengimplementa-
sikan nilai-nilai mulat sarira sebagai pe-
doman melaksanakan akuntabilitas penge-
lolaan limbah. Fenomena dalam objek pe-
nelitian ini adalah masalah akuntabilitas.
Analisis dalam penelitian ini dilakukan
melalui perspektif budaya mulat sarira.

Dalam meningkatkan keandalan data,
penelitian ini menggunakan metode tri-
angulasi. Triangulasi mengonfirmasi data
dari beberapa sumber data dalam menguji
keabsahan untuk mendapatkan informasi
yang utuh (Perone & Tucker, 2003). Data
triangulasi yang dikumpulkan dalam pene-
litian ini bersumber dari hasil wawancara
dengan informan yang memiliki kekayaan
informasi secara utuh yang menggunakan
mulat sarira sebagai aktualitasi akunta-
bilitas pengelolaan limbah, observasi di
Rumah Sakit Sehati, dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas
merupakan konsep yang abstrak. Para pe-
neliti mendefinisikan akuntabilitas dengan
berbagai versi, tetapi substansi itu semua
tidak jauh dari konsep tata kelola organisasi
yang “baik”. Akuntabilitas tidak hanya meng-
amati perilaku organisasi sebagai suatu en-
titas, melainkan juga meliputi pengamatan
terhadap perilaku aktor, dalam kapasitas-
nya sebagai individu, melaksanakan tang-
gung jawab untuk memenuhi ekspektiasi
pemangku kepentingan. Konsep akuntabili-
tas dapat dijelaskan dalam sudut pandang
yang sempit dan sudut pandang yang luas
(Bovens, 2007). Akuntabilitas dalam sudut
pandang yang luas mencakup beberapa kri-
teria yaitu transparency, liability, controll-
ability, responsibility, responsiveness. Krite-
ria tersebut bersifat evaluatif dan digunakan
sebagai pengukuran kinerja akuntabilitas
aktor. Kelemahan konsep akuntabilitas yang
terlalu luas ini adalah tumpang tindihnya
interpretasi konsep tersebut dalam dimensi
teknis sehingga penerapan indikator kon-
sep akuntabilitas ini menyebabkan sulitnya
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melakukan pengukuran kinerja akuntabili-
tas seorang aktor. Di samping itu, hingga
saat ini belum ada konsensus yang mendefi-
nisikan dan menetapkan perilaku standar
seorang aktor yang akuntabel. Oleh sebab
itulah, konsep akuntabilitas dalam sudut
pandang yang sempit dan bersifat anali-
tis dianggap lebih dapat dipahami. Konsep
akuntabilitas dalam pandangan sempit ini
menjelaskan potret perilaku aktor dari di-
mensi sosiologis, yaitu bagaimana perilaku
aktor berhubungan dan memberikan lapor-
an kepada pihak lain yang berkepentingan.
Dengan kata lain, Bovens (2007) mendefi-
nisikan akuntabilitas sebagai suatu bentuk
hubungan sosial antara aktor dan sosial.

Bovens (2007) menjelaskan bahwa
akuntabilitas merupakan konsep analitis
dan bukan suatu konsep evaluatif. Kon-
sekuensi yang diterima oleh aktor dapat ber-
bentuk konsekuensi formal atau informal.
Konsekuensi yang baik atau reputasi yang
baik dapat diperoleh oleh organisasi jika
melaporkan aktivitas dan kegiatan sesuai
dengan ekspektasi pemangku kepentingan.
Oleh sebab itu, akuntabilitas melalui penyia-
pan laporan yang merefleksikan perilaku dan
sistem organisasi yang akuntabel disebut se-
bagai sebuah magic (Pollitt & Hupe, 2011).
Akuntabilitas diibaratkan sebagai sebuah
konsep yang memiliki kesaktian yang dapat
membantu organisasi mendapatkan citra
positif dan penghargaan dari masyarakat.
sebagai sebuah magic, pencapaian harapan
organisasi tersebut dapat diperoleh melalui
cara—cara yang baik atau melalui cara yang
kurang baik. Itu semua bergantung pada
aktor yang mengimplementasikan konsep
akuntabilitas tersebut. “Kesaktian” akunta-
bilitas memungkinkan suatu organisasi me-
menuhi harapan-harapan masyarakat yang
dirasakan sulit dipenuhi oleh organisasi.
Akuntabilitas dapat mendorong aktor untuk
memiliki hubungan yang baik dengan pe-
mangku kepentingan. Hubungan yang baik
akan terwujud jika aktor melaksanakan
aktivitas organisasi secara beretika. Na-
mun, tidak jarang aktor juga memanfaatkan
akuntabilitas untuk meningkatkan reputasi
organisasi. Hal ini dilakukan melalui pem-
berian laporan yang tidak konsisten dengan
teknik dan praktik yang terjadi di lapangan.

Konsep akuntabilitas tidak terlepas
dari informasi akuntansi yang dapat mem-
berikan gambaran tentang kegiatan yang
dilaksanakan dan pencapaian yang diper-
oleh oleh organisasi (Patton, 1992). Ber-

kaitan dengan hal tersebut akuntabilitas
harus dapat menjawab untuk siapa (who)
informasi tersebut disiapkan, informasi apa
(what) yang akan disajikan, dan bagaimana
(how) informasi tersebut disajikan. Infor-
masi akuntansi tidak dibatasi pada infor-
masi keuangan saja, tetapi juga informasi
deskriptif. Informasi deskriptif bertujuan
merefleksikan perilaku aktor, hal yang men-
jadi latar belakang munculnya perilaku
tersebut, dan akibat (baik berupa kerusakan
maupun manfaat) yang menjadi konsekuen-
si perilaku tersebut. Dengan adanya infor-
masi deskriptif tersebut, informasi akuntan-
si perlu menegakkan moralitas, kebaikan,
dan kebermanfaatan bagi kehidupan. Hal
ini senada dengan kritikan Ossege (2012)
bahwa akuntansi tidak hanya bermanfaat
untuk mendorong efisiensi, melainkan juga
bermanfaat untuk merefleksikan bagaimana
suatu nilai budaya menjadi landasan dalam
membentuk perilaku dan praktik akuntansi.

Konsep akuntabilitas hingga kini tidak
dapat didefinisikan dengan jelas (Bovens,
2010; Rismawati, 2015) sehingga pada akhir-
nya menimbulkan kerancuan aktor dalam
memahami substansi konsep akuntabilitas.
Kerancuan dalam memahami akuntabilitas
ini berdampak pada ketidak konsistenan
yang terjadi pada tataran praktik akunta-
bilitas. Bahkan, Bovens (2010) menyebut-
kan bahwa istilah akuntabilitas sering di-
gunakan secara bergantian dengan istilah
lainnya yang memiliki makna berdekatan:

“Accountability’ is used as a syno-
nym for many loosely defined po-
litical desiderata, such as good
governance, transparency, equity,
democracy, efficiency, responsive-
ness, responsibility and integrity”
(Bovens, 2010).

Di permukaannya akuntabilitas tidak
lebih dari sekadar praktik administratif un-
tuk memperoleh legitimasi. Sebagai kon-
sekuensinya mekanisme akuntabilitas tidak
dapat sepenuhnya memperbaiki perilaku ak-
tor menjadi lebih akuntabel (Ossege, 2012).
Tidak mengherankan jika pada akhirnya kri-
sis akuntabilitas menjadi fenomena yang ba-
nyak ditemui saat ini. Bahkan, krisis akunta-
bilitas ini telah menjadi skandal penyele-
wengan yang dilakukan aktor tidak hanya
pada organisasi korporasi, tetapi juga sam-
pai pada organisasi nirlaba (Ebrahim, 2003).

Konsep akuntabilitas dapat dipaha-
mi secara luas dan secara sempit (Bovens,
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2010). Akuntabilitas dalam perspek-
tif yang luas merupakan itikad aktor untuk
berperilaku baik. Perilaku yang baik dalam
konteks ini merupakan kinerja aktual seo-
rang aktor dalam bertindak dan mengambil
keputusan sehingga konsep akuntabilitas
secara luas berkaitan erat dengan etika. Ter-
kait dengan perilaku yang baik hingga saat
ini tidak ada standar baku tentang bagaima-
na dan seperti apa perilaku yang baik terse-
but dimaksudkan. Konsekuensinya, tidak
mudah untuk mendefinisikan akuntabili-
tas dalam suatu organisasi karena akunta-
bilitas dalam konteks perilaku yang baik
dapat berbeda pada setiap organisasi dan
institusi (Bovens, 2010:950). Dengan de-
mikian keberadaan suatu standar dan kode
etik memiliki peran penting sebagai ram-
bu-rambu untuk mengevaluasi tindakan
aktor pada setiap organisasi dan institusi.
Gap yang terjadi antara perilaku aktor dan
kode etik yang telah ditetapkan dikenal se-
bagai accountability deficit (Bovens, 2010).

Selanjutnya, akuntabilitas dalam per-
spektif yang sempit merupakan suatu ben-
tuk hubungan sosial antara aktor dan ma-
syarakat (Bovens, 2010:948). Hubungan
yang baik antara aktor dan masyarakat
dibangun dari komunikasi yang baik antara
kedua pihak. Dalam konteks ini penyajian
informasi akuntansi merupakan salah satu
mekanisme untuk menjaga komunikasi yang
baik. Namun, pada umumnya informasi
yang disajikan kepada masyarakat dilatarbe-
lakangi oleh motif untuk memperoleh legiti-
masi yang bertujuan menjaga going concern
suatu organisasi (Thomas & Lamm, 2012).
Oleh karena itu, dapat terjadi mekanisme
akuntabilitas belum dapat memenuhi eks-
pektasi masyarakat. Gap antara mekanisme
akuntabilitas dan ekspektasi masyarakat
dikenal sebagai control deficit (Bovens,
2010). Misalnya, kasus dalam konteks ar-
tikel ini bahwa pengelolaan limbah B3 yang
bertujuan untuk meminimalkan dampak
negatif terhadap masyarakat dan lingku-
ngan merupakan suatu bentuk mekanisme
akuntabilitas institusi kepada masyarakat.
Control deficit terjadi pada saat ekspektasi
masyarakat akan lingkungan yang bersih ti-
dak sesuai dengan informasi yang disajikan,
atau bahkan informasi yang disajikan tidak
memuat substansi pengelolaan limbah me-
dis yang signifikan. Mengapa gap ini dapat
terjadi? Menurut Bovens (2010) control defi-
cit terjadi karena terdapat ketidaksesuaian
antara perilaku aktor dan standar kode etik

(standar pengelolaan limbah medis). Dengan
kata lain, control deficit tidak dapat dipisah-
kan dari accountability deficit. Selanjutnya,
substansi accountability deficit adalah peri-
laku aktor. Artinya, perilaku aktor merupa-
kan kunci untuk merealisasikan lingkung-
an yang bersih dan masyarakat yang
sehat dari kegiatan operasional organisasi.

Dari uraian di atas dapat dipahami
beberapa poin utama yaitu bahwa konsep
akuntabilitas yang didiskusikan selama ini
dalam berbagai literatur masih berorientasi
pada hubungan manusia dan manusia. Oleh
karena itu para peneliti akuntabilitas masih
memperdebatkan ketidak sesuaian antara
konsep akuntabilitas yang mereka bangun
dengan praktik akuntabilitas yang terjadi
dalam kehidupan nyata. Konsep akuntabili-
tas yang dibangun belum sepenuhnya dapat
memperbaiki perilaku aktor meskipun kon-
sep akuntabilitas merupakan hal yang ber-
kaitan dengan etika dan diimplementasikan
melalui serangkaian kode etik. Dalam hal ini
artikel ini melihat adanya suatu kekosongan
dalam beberapa konsep akuntabilitas yang
dibangun oleh beberapa literatur di atas.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, konsep
akuntabilitas seharusnya tidak hanya berori-
entasi pada pertanggungjawaban manusia
kepada manusia lain, tetapi harus mengi-
kutsertakan pertanggungjawaban manusia
dengan Tuhan, dan pertanggungjawaban
manusia dengan alam. Prinsip pertang-
gungjawaban kepada unsur non manusia
tersebut dapat diperoleh dari kearifan bu-
daya timur, misalnya kearifan budaya Bali
yang dilandasi oleh ajaran Tri Hita Karana.

Budaya penggerak karakter. Budaya
menunjukkan identitas diri suatu kelompok
masyarakat yang terkandung nilai dengan
kearifan lokalnya. Budaya berkearifan lokal
masih melekat dalam masyarakat Bali karena
masyarakatnya masih berciri kolektif, komu-
nal dan keagamaan. Budaya yang berkearif-
an lokal sebagai pembentuk karakter dapat
menangkal hilangnya orientasi (disorientasi)
dan dislokasi. Di sisi lain, budaya modern
juga dapat mempengaruhi pergeseran peri-
laku masyarakat menjadi bersifat konsume-
risme, materialisme, dan individualisme.
Dengan demikian, masyarakat perlu diberi
penguatan dan pewarisan nilai-nilai kearifan
lokal dalam menghadapi masuknya budaya
baik dalam bentuk surface structure (sikap
dan pola-pola perilaku) maupun deep struc-
ture (sistem nilai, pandangan hidup, filsafat,
dan keyakinan) (Suwardani, 2015: 247). Hal
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ini dikarenakan nilai-nilai globalisasi modern
tidak selalu membawa nilai kebaikan bagi
perkembangan kualitas hidup (Suwardani,
2015: 249). Untuk mengantisipasi terkikis-
nya budaya berkearifan lokal, perlu ada ke-
sadaran bersama untuk meng-ajeg-kan-nya.

Kesadaran mulat sarira menjadi pon-
dasi dalam meng-gjeg-kan budaya Bali.
Kesadaran ajeg budaya ini akan mem-
bangun konstruksi dalam menjaga bu-
daya Bali dengan kearifan lokalnya untuk
tetap eksis memberikan kontribusi nilai
lebih pada aktivitas masyarakat. Mulat sa-
rira merupakan budaya Bali yang bermak-
na pemahaman diri dan introspeksi untuk
melakukan pengendalian diri. Pengenda-
lian diri dilakukan terhadap musuh yang
ada dalam diri, apa yang telah dilaku-
kan, dan apa yang seharusnya dilakukan.

Nilai-nilai mulat sarira. Mulat sarira
merupakan suatu nilai kesadaran diri da-
lam bertindak dan bertingkah laku. Nilai
kesadaran diri dalam hal ini dapat menja-
di pijakan dalam meningkatkan kesadaran
pelaku bisnis pelayanan kesehatan ter-
kait pengelolaan limbah medis. Mulat sa-
rira mengingatkan manusia untuk mene-
mukan identitas jati diri dengan kembali
ke akar nilai kehidupan. Hal ini bermakna
menemukan hakikat diri dan menentukan
tindakan apa yang seharusnya dilakukan
sebagai bentuk komitmen perbaikan diri.
Mulat sarira dilakukan dengan berani intro-
speksi diri dan memperbaiki tindakan de-
ngan berlandaskan pada keseimbangan dan
keharmonisan hidup. Hal ini menunjukkan
bahwa pemikiran dasar mulat sarira mampu
membedakan tindakan yang baik dan bu-
ruk, serta sadar bahwa apa pun yang kita
perbuat akan memberikan hasil (karmapha-
la). Mulat sarira menitikberatkan pelestarian
kebudayaan yang memiliki nilai keseimbang-
an dan keharmonisan hidup yang mampu
bertindak bijak. Jargon meng-ajeg-kan Bali
telah menstimuli semangat menjaga budaya
bernilai keseimbangan dan keharmonisan
dari upaya pengikisan budaya baik dari pi-
hak internal maupun eksternal. Jadi jargon
mulat sarira mengingatkan masyarakat un-
tuk sadar hidup yang seimbang dan harmo-
nis baik dengan Tuhan, diri sendiri, sesa-
ma makhluk hidup, maupun lingkungan.

Mulat sarira merupakan benteng diri
dalam menghadapi godaan materi yang tidak
memperhatikan keseimbangan dan kehar-
monisan hidup. Hal ini menunjukkan bu-
daya mulat sarira merupakan “aset kesada-

ran dan komitmen diri” dalam membangun
konsep akuntabilitas pengelolaan limbah.
Dengan demikian, mulat sarira mengalirkan
semangat menegakkan nilai ketertiban hi-
dup dengan “menjaga” tindakan, intro-
speksi, dan berani memperbaiki tindakan,
mampu bertindak adil dan bijaksana dalam
meng-ajeg-kan budaya bernilai keseimbang-
an dan keharmonisan hidup. Dengan de-
mikian, mulat sarira menjadi alat kontrol diri
dari kesewenangan memperlakukan sesama
dan lingkungan dengan tidak ramah, kese-
rakahan, serta kebebasan bertindak tanpa
batas kepekaan sosial. Mulat sarira yang
berawal dari refleksi diri menjadi langkah
awal menuju keseimbangan dan kehar-
monisan hidup. Tindakan yang ramah dan
memiliki kepekaan sosial harus berada da-
lam batas keseimbangan dan keharmonisan
yang mampu membangun ketentraman dan
kesejahteraan. Dengan adanya kesadaran
mulat sarira, seseorang akan menjauhkan
diri dari tindakan tidak terpuji termasuk
dalam akuntabilitas pengelolaan limbah.

Konsep akuntabilitas berdasarkan
nilai mulat sarira. Akuntabilitas pengelo-
laan limbah berbasis mulat sarira memiliki
kandungan nilai yaitu berani introspeksi diri
dan perbaikan secara berkelanjutan, ajeg da-
lam kesadaran dan komitmen keharmonis-
an dan keseimbangan, budaya malu, karya
yang berasal dari kekuatan spiritual, bijak
beradaptasi, bijak memilah tindakan yang
baik dan buruk, membantu dengan tulus,
apa pun yang diperbuat akan mendatang-
kan hasil, dan saling menghargai. Mulat sa-
rira menjadi bentuk pertanggungjawaban
dan pengendalian diri dalam melaksanakan
akuntabilitas pengelolaan limbah. Berani
introspeksi diri dan perbaikan secara berke-
lanjutan (puputan). Puputan mencermin-
kan tradisi budaya masyarakat Bali berupa
tindakan perlawanan habis-habisan demi
menjaga kehormatan, berani, rela berkorban
demi tanah air, menegakkan kebenaran, dan
pantang menyerah. Menurut budaya Bali
dalam melakukan pekerjaan seseorang ha-
rus berani introspeksi diri. Hal ini bertujuan
agar kualitas pekerjaan tidak berkurang. In-
trospeksi diri berarti berani melihat ke dalam
diri, menyadari kekurangan dan kealpaan
diri, dan bertekad untuk memperbaikinya.
Tujuan introspeksi diri adalah untuk menja-
ga kehormatan diri. Begitu juga dalam bisnis
rumah sakit yang menjual produk utama
dalam bentuk jasa dan pelayanan keseha-
tan. Kualitas jasa yang diberikan dapat dira
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sakan berbeda oleh setiap konsumen. Oleh
sebab itu, pihak rumah sakit harus melaku-
kan intropeksi diri dan berbenah diri agar
eksistensi mereka dapat dipertahankan.
Berikut kutipan pernyataan manajer SDM.

“...dalam memberikan pelayanan
di Rumah Sakit Sehati ini, saya
menanamkan pada SDM untuk
berupaya melakukan introspek-
si dan perbaikan kinerja kare-
na itu bentuk menempatkan
pasien dan masyarakat sebagai
informan pemberi masukan
dan kritik yang membangun”.

Introspeksi diri tidak hanya dilaku-
kan dengan menerima berbagai masukan
dan kritikan dari pasien, tetapi juga dari
masyarakat. Fakta bahwa setiap kegiatan
usaha memiliki limbah, dan limbah yang
tidak dikelola dengan baik akan menghasil-
kan dampak lingkungan. Oleh sebab itu,
masyarakat yang bermukim di sekitar ru-
mah sakit juga memiliki hak untuk tidak
tercemar limbah medis rumah sakit. Pihak
rumah sakit tidak dapat mengabaikan ke-
beradaan mereka dan begitu juga halnya
dengan dampak limbah rumah sakit terha-
dap kehidupan mereka. Berkaitan dengan
hal ini, pihak rumah sakit menyadari bah-
wa merupakan tanggung jawab mereka un-
tuk mengelola limbah dan mengendalikan
dampaknya agar tidak merusak lingkungan
dan mengganggu masyarakat. Pihak rumah
sakit memahami bahwa limbah rumah sakit
termasuk dalam limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3) sehingga harus dimusnah-
kan melalui prosedur yang telah ditentukan
dan dilakukan oleh pihak yang profesional.
Kesadaran ini merupakan komitmen rumah
sakit untuk menjaga keseimbangan dan
keharmonisan hubungan antara manusia,
alam, dan Tuhan. Dalam budaya Bali kesa-
daran ini dikenal dengan istilah Ajeg, yaitu
kesadaran dan komitmen seseorang dalam
menjaga keharmonisan dan keseimbang-
an berbasis pada ajaran THK. Ke-agjeg-an
pihak rumah sakit terlihat dari kesediaan
mereka untuk melibatkan pihak outsourcing
dalam mengelola limbah rumah sakit. Ke-
sadaran dan komitmen ini terbentuk tidak
hanya karena adanya peraturan pemerin-
tah yang mengatur tata cara pengelolaan
dan pemusnahan limbah, tetapi juga karena
pihak rumah sakit meyakini bahwa ajaran
THK yang mereka dalami selama ini meng-
ajarkan bahwa memelihara keseimbangan

hubungan manusia dan alam berhubungan
dengan keharmonisan hubungan manusia
dan Tuhan. Dengan kata lain, memeliha-
ra hubungan dengan alam dan lingkung-
an sama pentingnya dengan memelihara
hubungan dengan Tuhan. Seperti pernyata-
an manajer bagian Keuangan berikut ini.

“...kami telah bekerja sama dengan
pihak outsourcing spesialis pe-
ngelola limbah rumah sakit dalam
menangani pengelolaan limbah
rumah sakit, yang terbaik bila ada
kesadaran diri bahwa bila kami
menjaga kebersihan dengan me-
ngelolalimbah rumah sakit dengan
tepat maka akan tetap menjaga ke-
percayaan dan hubungan baik de-
ngan masyarakat sekitar dan me-
lestarikan kesehatan lingkungan”.

Ajeg merupakan nilai yang terdapat
dalam budaya Bali yang berlandaskan pada
ajaran THK. Nilai Ajeg merupakan ben-
tuk cinta pada Tuhan dengan menjaga ke-
harmonisan dan keseimbangan hubungan
dengan sesama, hubungan dengan makh-
luk lain dan lingkungan, serta hubungan
dengan Tuhan. Hubungan ini tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan. Apabila ada ke-
sadaran dan komitmen untuk mewujudkan
keseimbangan dan keharmonisan, manu-
sia akan menghindari tindakan yang tidak
bermanfaat yang berdampak pada hidup
yang damai, seimbang, dan sejahtera. THK
mengingatkan kita untuk tidak merugikan
sesama dan lingkungan, serta cinta dan
bakti pada Tuhan. Kesadaran THK akan
dapat menekan materialisme, egoisme, kon-
sumerisme, dan individualisme. Penera-
pan THK juga akan membentuk manusia
yang berbakti pada Tuhan, cinta makhluk
hidup lain-lingkungan, dan cinta sesama.

Bagi pihak rumah sakit bukan hal yang
mudah untuk melakukan kerja sama de-
ngan pihak outsourcing yang profesional da-
lam menangani pengelolaan limbah. Masa-
lah biaya adalah yang paling utama karena
pihak outsourcing yang diajak bekerja sama
adalah pihak yang telah memiliki izin dari
pemerintah dan telah terakreditasi dalam
pengelolaan dan pemusnahan limbah. De-
ngan adanya kesadaran dari ajaran THK, ma-
salah biaya yang dirasa cukup memberatkan
perusahaan akan berkurang. Hal ini karena
keyakinan bahwa menjaga keseimbangan
alam, yaitu lingkungan, dan keharmonisan
dengan sesama, yaitu hubungan dengan
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masyarakat sekitar dan regulator lingku-
ngan, merupakan wujud bakti kepada Tuhan.

Berdasarkan hal tersebut maka ben-
tuk menjaga hubungan yang harmonis dan
seimbang dengan sesama dalam implemen-
tasi akuntabilitas pengelolaan limbah yaitu
dengan saling asah-asih-asuh, peduli de-
ngan sesama, menjalin kerja sama yang baik,
memberikan manfaat bagi sesama, menjaga
hubungan yang harmonis dengan sesama,
membantu sesama yang membutuhkan,
menyerukan kesadaran pengelolaan limbah,
menjaga kesehatan; serta melaporkan pe-
ngelolaan limbah baik atas dasar kesadaran
maupun aturan. Bentuk menjaga hubungan
yang harmonis dan seimbang dengan makh-
luk hidup lain dan lingkungan dalam imple-
mentasi akuntabilitas pengelolaan limbah
yaitu dengan memelihara dan tidak merusak
ekosistem hewan, tumbuhan, dan lingkung-
an; menjaga kebersihan dan keindahan;
menjaga kelestarian hewan dan lingkungan;
menjaga keseimbangan alam; perusahaan
menyiapkan pelaporan pengelolaan limbah
baik atas dasar kesadaran maupun aturan.
Sementara itu, bentuk menjaga hubungan
yang harmonis dan seimbang dengan Tuhan
dalam implementasi akuntabilitas penge-
lolaan limbah yaitu dengan melaksanakan
perintah-Nya dalam pengelolaan limbah,
berbakti/beribadah, introspeksi diri dan
melakukan perbaikan berkelanjutan, medi-
tasi (melatih konsentrasi dan pengendalian
diri), serta mengunjungi tempat-tempat suci.

Menjaga hubungan dengan sesama
manusia, lingkungan dan Tuhan tidak terle-
pas dari Budaya Jengah, yaitu memiliki rasa
malu dan semangat menghasilkan karya
dan tindakan terbaik. Jengah merupakan
semangat yang menumbuhkan inovasi dan
bangkit dari keterpurukan serta memiliki si-
fat-sifat dinamik yang menjadi pangkal sega-
la perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Setelah adanya komitmen untuk menjaga
kepatuhan kepada Tuhan dan keharmonis-
an hubungan dengan alam dan manusia,
budaya selanjutnya adalah jengah. Dalam
konteks akuntabilitas budaya jengah dapat
dikatakan sebagai rasa malu akan kegagalan
terhadap tidak tercapainya komitmen dalam
menjaga keseimbangan dan keharmonisan
hubungan dengan sesama ciptaan Tuhan.
Oleh sebab itu, pihak rumah sakit berupaya
bersikap transparan dalam menunjukkan
kepada publik pembuktian—-pembuktian
komitmen mereka dalam mengelola dampak
lingkungan. Bagi pihak rumah sakit sikap

transparan merupakan upaya untuk meng-
hindari kebohongan. Kebohongan dalam hal
ini merupakan ketidaksesuaian antara in-
formasi pengelolan dampak lingkungan dan
kegiatan aktual dalam mengelola dampak
lingkungan. Ke-jengah-an terhadap kega-
galan pencapaian komitmen pengelolaan
dampak lingkungan, seperti yang dikutip
dari pernyataan manajer utama berikut ini.

“...kami memiliki ke-jengah-
an bila melakukan kebohong-
an dalam pengelolaan limbah
rumah sakit dan tidak dapat
memberikan pelayanan yang ter-
baik karena kami harus beri-
kan contoh hidup yang sehat”.

Hal lain yang dapat mendukung terca-
painya komitmen organisasi adalah rutinitas
mengenai kecerdasan dan keyakinan spiritu-
al yang ditujukan untuk membentuk kekua-
tan pikiran dan kesadaran pribadi secara
mendalam tentang keberadaan hubungan
pelayanan kepada masyarakat dan bakti ke-
pada Tuhan. Rutinitas ini dikenal dengan
nilai taksu. Nilai taksu terlihat dari rutinitas
spiritual yang dilakukan oleh segenap staf
dan manajemen. Rutinitas spiritual tersebut
terlihat dari keberadan tempat khusus yang
disediakan untuk melaksanakan ritual sem-
bahyang. Menurut penjelasan manajemen
pelaksanaan rutinitas tersebut sengaja dija-
dikan sebagai suatu budaya organisasi. Hal
ini bertujuan agar para staf dan karyawan
memahami bahwa pekerjaan mereka bukan
hanya untuk membantu sesama manusia,
melainkan juga sebagai pelayanan kepada
Tuhan. Manajemen meyakini bahwa peker-
jaan yang diawali dari restu, tuntunan, dan
lindungan Tuhan akan jauh dari hal-hal
yang merugikan masyarakat dan lingkung-
an. Oleh karena itu, kekuatan spiritual dan
internal yang ada dalam diri individu meru-
pakan pendorong (driver) yang dapat meng-
arahkan organisasi agar selalu memberikan
pelayanan terbaik. Kekuatuan ini terdapat
dalam diri setiap individu staf dan manaje-
men organisasi. Pihak manajemen meyakini
bahwa SDM yang kuat menjadikan organi-
sasi yang kuat. Menurut manajemen nilai
taksu juga akan menuntun perusahaan un-
tuk melaksanakan pengelolaan limbah de-
ngan baik. Manajemen yang meyakini bahwa
pekerjaan mereka adalah bentuk pelayanan
kepada Tuhan akan merasa tidak nyaman
dengan dampak limbah medis yang tidak
ditangani dengan tepat. Dampak limbah



478  Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8, Nomor 3, Desember 2017, Him. 470-486

medis yang mencemari lingkungan dapat
terlihat dalam jangka pendek dan jangka
panjang. Oleh karena itu, hal-hal yang ber-
sifat merusak, baik hubungan manusia de-
ngan manusia maupun hubungan manusia
dengan lingkungan, bukan perilaku yang
direstui dan dituntun oleh Tuhan. Pengelo-
laan limbah membutuhkan komitmen yang
kuat dari organisasi sehingga sangat mem-
butuhkan kesadaran spiritual untuk menja-
ga dan memupuk kesadaran atas komitmen
tersebut. Sementara itu, nilai Taksu dalam
budaya Bali merupakan kekuatan internal
yang mampu membentuk kecerdasan dan
kreativitas, kekuatan spiritual dalam meng-
hasilkan karya dalam melaksanakan peran
dan fungsi. Nilai ini didasarkan pada kuti-
pan hasil wawancara dengan manajer SDM:

“.kami memiliki seruan dan
prosedur kerja bagi semua SDM
untuk memulai kerja didahu-
lui dengan sembahyang agar
bekerja dalam restu, tuntunan,
dan lindungan Ida Sang Hyang
Widhi karena itu merupakan
kekuatan spritual yang men-
dorong pelayanan yang terbaik”.

Komitmen dan kekuatan keyakinan da-
lam diri saja tidak cukup. Manajemen juga
menyadari bahwa untuk menjadi rumah
sakit yang ramah lingkungan membutuhkan
proses pembelajaran secara terus menerus.
Bagi pihak rumah sakit bukan hal yang mu-
dah untuk serta merta mematuhi regulasi
lingkungan yang dirasakan banyak mem-
batasi ruang gerak mereka. Seringkali pihak
rumah sakit dihadapkan pada dilema antara
mengedepankan kepentingan untuk me-
maksimalkan keuntungan dan kepentingan
pada kepedulian terhadap dampak lingkun-
gan. Pada titik ini manajemen rumah sakit
menyusun prioritas tujuan mereka. Pihak
rumah sakit menyesuaikan diri dengan peru-
bahan lingkungan eksternal serta berupaya
menyelaraskan tujuan ekonomi dan tujuan
kebersihan lingkungan. Untuk mencapai
hal tersebut, pihak rumah sakit beberapa
kali mengikuti pelatihan terkait mekanisme
pengelolaan limbah medis dan berkonsul-
tasi dengan pihak-pihak profesional yang
memahami ruang lingkup pengelolaan lim-
bah rumah sakit. Hal ini memperlihatkan
komitmen rumah sakit untuk menjaga dan
memelihara lingkungan dari dampak limbah
medis mereka, meskipun hal tersebut masih
dikategorikan belum sepenuhnya sempur-

na. Tidak hanya memperlihatkan komitmen
terhadap konservasi lingkungan, perilaku
manajemen rumah sakit tersebut juga mem-
perlihatkan terbukanya pikiran untuk me-
nerima kecenderungan perubahan sosial
yang menginginkan lingkungan bersih dan
bebas limbah. Pikiran yang terbuka kemu-
dian mendorong rasa ingin belajar terus me-
nerus. Seperti yang dijelaskan oleh informan
bahwa pihak rumah sakit telah melakukan
kerja sama dengan pihak ketiga yang profe-
sional di bidang pengelolaan limbah medis.
Kerja sama ini juga memberikan keuntung-
an dalam bentuk konsultasi yang intensif
kepada pihak rumah sakit. Dalam budaya
Bali nilai ini dikenal dengan Desa Kala Pa-
tra yang bermakna bijak beradaptasi, fleksi-
bel, dinamis, belajar berkelanjutan, dan
selektif. Nilai ini didasarkan pada kutipan
hasil wawancara dengan manajer utama.

“.kami tidak kaku, kami ber-
komitmen, terus belajar, dan
menerima masukaninformasiyang
bersifat membangun untuk per-
baikan kinerja pelayanan kami”.

Kesadaran untuk terus berbenah diri
dan menjalani proses pembelajaran organi-
sasi tidak mudah. Tantangan besar dari in-
ternal yang harus dikelola dengan bijaksa-
na oleh manajemen adalah perbedaan pola
pikir individu dalam organisasi. Pihak ma-
najemen menyadari bahwa dalam diri setiap
individu, staf, dan karyawan rumah sakit,
terdapat sifat baik dan buruk dalam hati
yang saling bertolak belakang. Namun, sifat
buruk tidak selamanya buruk karena sifat
buruk yang dikelola dengan baik dan selalu
diintrospeksi akan semakin memperkuat si-
fat baik dalam diri. Seperti yang dicontohkan
oleh pihak manajemen ketika rumah sakit
mendapat teguran dari badan lingkung-
an hidup terkait sistem pengelolaan limbah
cair medis. Pada awalnya pihak manajemen
merasa malu dan tidak nyaman dengan te-
guran tersebut. Kemudian permasalahan
tersebut dibahas pada rapat manajemen dan
pihak manajemen menyadari bahwa mereka
harus mengeluarkan biaya tambahan un-
tuk mengatasi permasalahan limbah terse-
but. Namun, mereka meyakini bahwa untuk
mencapai pengelolaan limbah yang tepat dan
sempurna, dibutuhkan suatu proses pem-
belajaran organisasi. Oleh sebab itu, mere-
ka harus memutuskan secara bijaksana hal
yang menjadi prioritas organisasi untuk saat
itu. Dengan kata lain, permintaan regula-
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tor mengenai perbaikan sistem pengelolaan
limbah cair medis tetap dijalankan, tetapi
dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan organisasi pada saat itu. Peri-
laku manajemen ini memperlihatkan bahwa
sifat buruk dalam hati, yaitu merasa malu
dan tidak nyaman terhadap teguran peme-
rintah, dikelola dengan baik oleh organisa-
si. Jika rasa malu tidak muncul, organisasi
tidak akan membahas isu perbaikan sistem
pengelolaan limbah tersebut dalam rapat
manajemen. Tanpa adanya diskusi dan ke-
bijakan bersama mengenai kebutuhan ter-
hadap teknologi pengelolaan limbah, or-
ganisasi akan dihadapkan pada salah satu
dari dua pilihan yaitu mengeluarkan biaya
yang sangat besar untuk investasi teknologi
tersebut atau sama sekali tidak menghirau-
kan imbauan regulator yang berakibat pada
sanksi pemerintah pada jangka panjang.

Namun, rasa malu dan tidak nyaman
tersebut dikelola dengan bijaksana sehing-
ga menghasilkan keputusan penyelarasan
kepentingan lingkungan, yaitu investasi
sistem pengelolaan limbah cair medis yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan
organisasi, dan kepentingan organisasi yang
mengutamakan efisiensi biaya. Pengelolaan
sifat buruk dalam diri tersebut merupakan
keinginan dari sifat baik yang ada dalam
diri manajemen demi terwujudnya lingkung-
an bersih. Oleh karena itu, keputusan yang
dihasilkan pada akhirnya adalah berupaya
menyeimbangkan dan menyelaraskan tu-
juan untuk mencapai lingkungan yang
bersih tanpa mengorbankan tujuan utama
organisasi untuk mencapai kesejahteraan.
Nilai ini oleh masyarakat Bali disebut de-
ngan budaya Saput poleng, yaitu merupa-
kan ornamen lambang sifat yang bertolak
belakang yaitu suka-duka, baik dan buruk.
Dengan kondisi tersebut manusia harus bi-
jak menyikapi hidup misalnya dengan tidak
berlebihan dalam menghadapi suka dan
duka. Hal ini menitikberatkan pada kebijak-
sanaan dalam memilah mana yang baik dan
buruk. Nilai ini didasarkan pada kutipan
hasil wawancara dengan manajer utama.

“Apabila kami mendapatkan puji-
an atau kritikan dari pihak lain...
pasien...keluarganya, kami sikapi
dengan bijak untuk perbaikan”.

Sifat baik dan buruk yang dikelola den-
gan baik juga berdampak pada proses inter-
nal organisasi. Pelayanan menyeluruh pada
pasien ditangani oleh beberapa divisi yang

ada dirumah sakit. Benturan kepentingan
antardivisi sangat berpotensi terjadi. Hal
ini dapat terjadi karena setiap divisi mem-
punyai target capaian dan indikator kiner-
ja yang berbeda. Setiap divisi harus fokus
pada indikator kinerja masing-masing dan
kemudian membentuk  kecenderungan
mengabaikan kepentingan bersama. Na-
mun, manajemen dengan tegas menekan-
kan pentingnya menyelesaikan permasalah-
an dengan hati yang terbuka dan tulus. Staf
dan karyawan tidak hanya dinilai dari ki-
nerja individu dan kinerja divisi, melainkan
juga dari kinerja capaian organisasi secara
keseluruhan. Staf dan karyawan memahami
bahwa profesi mereka sebagai tenaga me-
dis merupakan tugas mulia, menuntut per-
hatian yang besar, rasa kasih sayang dan
jiwa sosial yang tinggi pada pasien. Hal ini
sejalan dengan tujuan organisasi yang ingin
memberikan pelayanan terbaik pada pasien.
Dengan kata lain, karyawan tetap melak-
sanakan tugas utama masing-masing teta-
pi tanpa mengabaikan kepentingan bersa-
ma. Nilai ini dikenal dengan istilah Ngayah,
yang berarti kewajiban sosial yang dilak-
sanakan saling membantu dengan hati yang
tulus. Nilai diperoleh dari kutipan wawan-
cara dengan manajer SDM sebagai berikut.

“...di sini banyak divisi...itu ha-
rus menjadi satu kesatuan. Kami
harus saling menjaga kerja sama.
Nah... itulah yang mampu mem-
berikan kepuasan kepasien...
dari kerja sama itu, hasil dari itu”

Hukum karma merupakan hukum
sebab akibat di mana dari apa pun yang
diperbuat yang akan mendatangkan hasil
jika berbuat baik akan menghasilan kar-
maphala yang baik, begitupun sebaliknya.
Akuntabilitas terhadap pengelolaan limbah
dapat dilakukan dengan berbagai cara. Na-
mun, kebijakan dalam memilih cara yang
tepat dan sesuai merupakan hal yang pen-
ting bagi organisasi. Cara yang dilakukan
dengan menyajikan pelaporan yang baik,
tetapi tidak sesuai dengan kenyataan se-
hari-hari, merupakan suatu tindakan mem-
bohongi masyarakat. Menurut keyakinan
masyarakat Bali tentang karmaphala, cara
yang tidak baik juga akan memberikan ha-
sil yang tidak baik di kemudian hari. Se-
bagaimana diketahui bahwa pemerintah te-
lah menyediakan perangkat hukum tentang
mekanisme pengelolaan limbah yang tepat.
Di samping itu, bagi rumah sakit patuh
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pada mekanisme pemerintah tersebut akan
menimbulkan biaya tambahan. Mekanisme
pengelolaan limbah yang baik membutuh-
kan tenaga ahli dan teknologi yang telah
tersertifikasi. Biaya tambahan yang muncul
tersebut pada dasarnya bertolak belakang
dengan prinsip efisiensi yang dimiliki oleh
sektor bisnis di rumah sakit. Oleh sebab itu,
usaha rumah sakit sangat berpotensi untuk
memilih cara yang tidak baik dalam melaku-
kan mekanisme pengelolaan limbah. Dengan
adanya budaya bahwa segala sesuatu memi-
liki karmaphala, maka informan memiliki
kecenderungan untuk melaksanakan pe-
ngelolaan limbah rumah sakit sebagaimana
mekanisme yang telah ditetapkan oleh re-
gulator. Nilai ini didasarkan pada kutipan
hasil wawancara dengan manajer utama.

“Kami menghindari pembohon-
gan publik ataupun pelayanan
yang buruk karena akan berim-
bas negatif pada kami, namun bila
kami memberikan pelayanan ter-
baik tanpa merugikan pihak mana
pun maka kami meyakini bahwa
kami akan mendapatkan keper-
cayaan masyarakat dan berkah
dari Ida Sang Hyang Widhi Waca”.

Dalam hukum karmaphala, tidak
ada satu pun perbuatan kita yang lu-
put dari penglihatan Tuhan. Berdasar-
kan hukum karmaphala akuntabilitas pe-
ngelolaan limbah perlu diterapkan de-
ngan sebaiknya untuk menghasilkan kar-
maphala baik dunia maupun akhirat.

Pencapaian tujuan organisasi dapat
diwujudkan dengan kerja sama antardivisi,
dan dukungan seluruh staf dan manajemen.
Oleh sebab itu, selain menjaga persatuan
antarindividu, dalam organisasi juga diper-
lukan sikap saling menghargai. Sikap ini ter-
dengar sederhana, tetapi implementasinya
memiliki dampak yang luar biasa dalam men-
jaga persatuan dan kesatuan visi organisasi.
Pihak manajemen mengakui bahwa kompo-
sisi staf dan manajemen tidak pernah sama.

Perbedaan usia, perbedaan latar be-
lakang pendidikan, perbedaan gender, per-
bedaan keahlian serta pengalaman kerja
merupakan hal yang niscaya dalam organi-
sasi. Oleh sebab itu, manajemen memaha-
mi bahwa cara yang paling efektif untuk
menyatukan perbedaan itu adalah dengan
memupuk perilaku saling menghargai. Nilai
saling menghargai dalam tradisi masyarakat
Bali dikenal dengan Paras paros. Penerapan

nilai ini pada organisasi terlihat dari kuti-
pan hasil wawancara dengan manajer SDM:

“...untuk terjalin kerja sama yang
baik, kami tanamkan sikap sa-
ling menghargai. Dalam organi-
sasi... saling menghargai ini
penting. Cara menilainya de-
ngan evaluasi...tapi lebih domi-
nan dari input pihak luar. Kom-
pak atau tidaknya kita itu terli-
hat dari luar. Jadi selain evaluasi
bulanan, tindak lanjut terhadap
masukan yang bersifat memba-
ngun dari pasien dan keluarga-
nya, SDM internal, dan pihak yang
berkepentinganlainnyajugaada...”

Akuntansi dan pengelolaan limbah.
Pengelolaan limbah rumah sakit secara
hukum telah diatur oleh pemerintah ten-
tang bagaimana suatu rumah sakit harus
melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah
yang baik. Seperti yang diatur dalam Kep-
menkes RI No. 1204 /Menkes/SK/2004 (ten-
tang persyaratan kesehatan lingkungan ru-
mah sakit) bahwa setiap rumah sakit harus
melaksanakan pengelolaan limbah medis
tersertifikasi melalui proses pengumpulan,
pengangkutan, dan pemusnahan. Tujuan
sertifikasi pengelolaan ini tidak lain adalah
untuk menjamin bahwa pihak rumah sakit
telah melaksanakan prosedur pengelolaan
limbah medis dengan benar. Di samping
itu, perangkat sertifikasi juga dapat menja-
di tools yang bermanfaat bagi rumah sakit
dalam mengimplementasikan mekanisme
pengelolaan limbah yang berkualitas (Loza-
no, 2012). Dengan kata lain, regulator te-
lah mengatur standar mekanisme penge-
lolaan limbah yang harus dilaksanakan
oleh rumah sakit dan pelayanan keseha-
tan. Namun, faktanya masih banyak rumah
sakit yang belum melaksanakan prosedur
pengelolaan limbah dengan benar dan se-
suai standar, meskipun mereka tetap se-
cara rutin menyiapkan laporan pengelo-
laan limbah kepada pemerintah (Tsakona,
Anagnostopoulou, & Gidarakos, 2007).

Kesenjangan dan ketidaksesuaian an-
tara pelaksanaan pengelolaan limbah secara
riil dengan laporan pengelolaan limbah yang
disiapkan, memperlihatkan bahwa interaksi
rumah sakit dan pemerintah terhadap pe-
ngelolaan limbah bersifat simbolik (Rodrigue,
2014). Penelitian terkait pengelolaan limbah
rumah sakit menjelaskan bahwa pengelo-
laan limbah membutuhkan biaya yang be-
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sar, infrastruktur yang baik dan tenaga pro-
fesional yang cukup, dan hal tersebut belum
sepenuhnya tersedia di negara berkembang
(Chaerul, Tanaka, & Shekdar, 2008). Dengan
kata lain, tidak mudah untuk melaksanakan
pengelolaan limbah rumah sakit karena lim-
bah rumah sakit berbeda dengan limbah ru-
mah tangga. Seperti telah diketahui bahwa
limbah rumah sakit terdiri dari sisa organ tu-
buh manusia, sisa alat-alat kesehatan yang
bersifat tajam, dan sisa obat-obatan yang
bersifat racun, yang pada umumnya me-
ngandung bibit penyakit dan radioaktif yang
berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat.

Lebih lanjut, fakta di Indonesia mem-
perlihatkan bahwa peningkatan jumlah pe-
layanan kesehatan terjadi setiap tahun (Fat-
wadi, Handajani, & Fitriah, 2016). Namun,
peningkatan ini tidak sesuai dengan pening-
katan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan
limbah yang dimiliki rumah sakit (Chaerul,
Tanaka, & Shekdar, 2008). Oleh karena itu,
merupakan hal yang sangat penting bagi ins-
titusi pelayanan kesehatan untuk bersikap
akuntabel terkait pengelolaan limbah medis
agar tidak merugikan sosial dan lingkungan.
Di samping itu, ketidakpatuhan rumah sakit
terhadap peraturan pengelolaan limbah yang
tepat dapat dilihat sebagai dampak dari pola
pikir akuntabilitas yang masih mengede-
pankan kepentingan dan hubungan manusia
(antroposentris). Akuntabilitas merupakan
solusi yang dapat menjembatani kesenjang-
an antara kepentingan rumah sakit dan
kepentingan masyarakat sosial. Hal ini dise-
babkan karena akuntabilitas dapat men-
dorong pelaku bisnis untuk berperilaku etis,
dan memiliki kepedulian terhadap lingkung-
an eksternal organisasi. Begitu menariknya
konsep akuntabilitas secara normatif, teta-
pi tidak mudah untuk menguraikan konsep
akuntabilitas menjadi tindakan perilaku.
It needs to be filled’ with a good helping of
contextual and cultural details before it can
be operationalized (Pollitt & Hupe, 2011).

Upaya untuk memperkecil penyimpang-
an tersebut dilakukan dengan memasukkan
nilai ketuhanan dalam konsep akuntabili-
tas. Idealnya konsep akuntabilitas secara
implementatif dapat mendorong terwujud-
nya keseimbangan informasi dalam peng-
ungkapan pengendalian limbah, yaitu infor-
masi ekonomi dan informasi nonekonomi.
Kedua jenis informasi ini merupakan infor-
masi yang memiliki kedudukan yang sejajar
dan diakui oleh manajemen sebagai infoma-
si pendukung dalam proses pengambilan

keputusan manajemen (Dillard & Roslender,
2011). Oleh sebab itu, konsep akuntabili-
tas berdasarkan nilai mulat sarira meyaki-
ni adanya unsur Tuhan melalui prinsip Tri
Hita karana (Tuhan, alam, dan manusia).

Akuntabilitas yang dibangun atas dasar
nilai mulat sarira dapat menjadi solusi atas
fenomena yang menjadi pemberitaan di me-
dia massa tentang beredarnya limbah medis
(dari rumah sakit) di masyarakat yang digu-
nakan sebagai bahan baku mainan anak-
anak (Ananth, Prashanthini, & Visvanathan,
2010). Sangat tidak lazim apabila limbah
yang termasuk bahan berbahaya dan bera-
cun tersebut dapat lolos dari pengawasan pi-
hak rumah sakit dan dimanfaatkan oleh ok-
num-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Akibat dari hal ini adalah masyarakat dan
lingkungan akan dengan mudah terpapar
penyakit dan zat berbahaya yang berasal dari
limbah tersebut. Terkait dengan hal itu, saat
ini isu tentang pengelolaan limbah medis ru-
mabh sakit telah menjadi sorotan masyarakat.
Seperti telah diketahui bahwa pengelolaan
limbah medis rumah sakit sepenuhnya dia-
tur oleh manajemen rumah sakit (Sudiharti,
2012). Pihak manajemen rumah sakit tidak
dapat lagi menutup mata terhadap dampak
limbah medis mereka. Bagaimana pun juga,
pihak manajemen rumah sakit harus ber-
tanggung jawab terhadap limbah medis
yang mereka hasilkan dengan cara melalu-
kan pengelolaan yang tepat terhadap lim-
bah medis sesuai dengan syarat dan keten-
tuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Konsep akuntabilitas yang dibangun
berdasarkan nilai mulat sarira mendorong
terwujudnya keseimbangan informasi positif
dan negatif dalam pengungkapan pengenda-
lian limbah. Oleh karenanya, akuntabilitas
ini tidak lagi hanya menjadi alat pengendali
kepatuhan organisasi terhadap regulasi pe-
merintah (khususnya untuk kepentingan
memperoleh legitimasi dan reputasi, se-
perti penghargaan akreditasi Rumah Sakit
pada institusi Rumah Sakit), tetapi juga
menjadi alat pengendali perilaku organisa-
si dalam menjaga kebaikan masyarakat dan
lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas yang diinternalisasi oleh nilai
mulat sarira dapat meminimalkan perilaku
aktor yang masih mengabaikan dampak
negatif limbah medis terhadap lingkungan.

Nilai—nilai mulat sarira meyakini bahwa
di alam semesta terdapat hubungan antara
manusia dengan sesamanya, manusia de-
ngan lingkungan, dan manusia dengan Tu-
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han. Tiga hubungan ini dikenal dengan is-
tilah Tri Hita karana yang saling berkaitan
erat satu dengan yang lainnya. Keterkaitan
hubungan ini memberi pemahaman bahwa
manusia, sebagai makhluk yang tidak sem-
purna, harus selalu melakukan intropeksi
diri. Dalam hal menjalankan usaha rumah
sakit, jasa yang kesehatan diberikan dapat
memberi dampak buruk pada lingkun-
gan melalui limbah medis yang dihasil-
kan. Ataupun juga, pasien dan keluarga-
nya tidak berkenan dengan jasa yang diberi-
kan. Artinya, diketahui atau tidak, se-
sungguhnya terdapat hal-hal yang dapat
merusak hubungan-hubungan tersebut.
Manajemen menyadari hal tersebut dan
bertekad untuk mengevaluasi kekurangan
diri sendiri, dan kemudian berupaya den-
gan sungguh-sungguh untuk memperbaiki-
nya demi mempertahankan kehormatan dan
harga diri organisasi. Kritikan dari pihak
eksternal, baik dari pasien dan keluarga-
nya maupun dari badan lingkungan hi-
dup, dijadikan sebagai bahan baku yang
sangat bernilai untuk menuju perbaikan.

Perbaikan diri yang diupayakan oleh
perusahaan adalah tercapainya keseimbang-
an dan keharmonisan hubungan dengan
sesama, dengan lingkungan, dan dengan
Tuhan. Menjaga keharmonisan dengan sesa-
ma dan lingkungan merupakan represen-
tasi dari bagian hubungan dengan Tuhan.
Oleh sebab itu, mencapai keharmonisan
hubungan dengan sesama melalui penge-
lolaan dampak lingkungan dilakukan pe-
rusahaan dengan bekerja sama dengan pi-
hak eksternal yang lebih profesional dalam
pengelolaan limbah. Pelibatan pihak pro-
fesional yang telah diakui mumpuni mem-
berikan pendampingan kepada organisasi
merupakan bentuk komitmen perusahaan.
Pihak ketiga ini diyakini lebih memahami
prosedur pengelolaan limbah medis yang te-
pat. Pelibatan pihak ketiga memperlihatkan
kesungguhan organisasi untuk mengelola
limbah medisnya, sekaligus menjadi media
pembelajaran organisasi memperkaya pe-
ngetahuan tentang dampak limbah medis
dan prosedur penanganannya. Perbaikan
diri menuju keseimbangan ini membutuh-
kan komitmen manajemen. Nilai ini dikenal
dengan gjeg, yaitu komitmen untuk menja-
ga keharmonisan hubungan dengan sesa-
ma, dengan lingkungan dan dengan Tuhan.

Di samping itu, kerja sama dengan pi-
hak ketiga memperlihatkan perilaku dina-
mis dan keterbukaan pikiran untuk meneri-

ma perubahan-perubahan sosial. Organisasi
juga mengedepankan sikap transparansi
atas pengelolaan limbah yang telah dilaku-
kan. Oleh sebab itu, setiap evaluasi kinerja
lingkungan yang diperoleh dari pengawas
lapangan badan lingkungan hidup sela-
lu dikonsultasikan kepada pihak ketiga
yang profesional. Perilaku yang dinamis
dan sikap transparan ini merupakan ben-
tuk lain dari komitmen manajemen terha-
dap pencapaian kinerja lingkungan yang
seimbang. Selain itu, sikap dinamis dan
transparan dilandasi oleh nilai budaya Je-
ngah, yaitu rasa malu karena tidak mampu
memberikan upaya dan tindakan terbaik
untuk mencapai keharmonisan hubungan
seperti yang diajarkan oleh Tri Hita Karana.
Budaya Jengah dapat meminimalisasi peri-
laku kebohongan publik terhadap informa-
si lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Komitmen untuk selalu bersikap dina-
mis dan transparan dilandasi oleh keyaki-
nan dan kecerdasan spiritual bahwa segala
hal terbaik yang dilakukan akan mendapat
restu dari Tuhan. Oleh sebab itu, perilaku
pengabaian terhadap dampak limbah me-
dis yang bersifat merusak dan merugikan
masyarakat dan lingkungan harus dimin-
imalisasi. Desain bangunan Rumah Sakit
Sehati sengaja menyediakan ruangan khu-
sus untuk pelaksanaan ritual sembahyang.
Hal ini mengimplikasikan bahwa manaje-
men menginginkan rutinitas ritual sembah-
yang dilakukan oleh seluruh personil organi-
sasi. Keinginan manajemen ini bertujuan
agar anggota organisasi memiliki kekuatan
spiritual dan kekuatan internal yang dapat
menjadi pendorong setiap individu dalam
memberikan pelayanan terbaik. Perilaku ini
dilandasi oleh nilai Taksu, yaitu keyakinan
bahwa kesadaran spiritual dapat menjaga
dan memupuk kesadaran atas komitmen
organisasi dalam memberikan pelayanan
terbaik dan melaksanakan peran dan fung-
si yang memberikan manfaat bagi sesama.

Tujuan organsiasi untuk memberikan
pelayanan terbaik merupakan suatu proses
pembelajaran secara terus-menerus. Teruta-
ma berkaitan dengan hal pengelolaan limbah
medis, organisasi membutuhkan penelitian
dan pembelajaran mengenai sejauh mana
dampak limbah medis yang mereka hasilkan
dan cara yang tepat untuk mengatasinya.
Meski demikian, organisasi tidak melupakan
tujuan lainnya yaitu untuk mencapai efisiensi
biaya. Oleh karena itu, keseimbangan untuk
dua hal ini dilakukan dengan menyelaras-
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kan kepentingan sosial dan kepentingan or-
ganisasi. Kepentingan sosial selalu berubah
dan organisasi harus beradaptasi dengan
perubahan tersebut. Dalam hal ini muncul
nilai desa kala patra, yaitu keterbukaan
untuk belajar secara terus menerus dalam
merespon perubahan sosial yang memperli-
hatkan kemampuan perusahaan untuk ber-
adaptasi. Di samping itu, perubahan sosial
tersebut direspon secara selektif dengan me-
nentukan prioritas jangka pendek dan jang-
ka panjang menuju kesimbangan kepenting
an lingkungan, sosial, dan organisasi.
Tantangan terbesar bagi organisasi
dalam merespon perubahan eksternal ada-
lah kesiapan diri masing-masing anggota
organisasi terhadap tekanan dan “gesekan”
sosial yang terjadi. Misalnya, dalam hal pe-
ngelolaan limbah yang melibatkan pihak
pengawas dari badan lingkungan hidup,
yang sering memberi tekanan kepada organi-
sasi mengenai kualitas pengelolaan limbah
yang mereka lakukan. Tekanan tersebut
dapat melemahkan kepercayaan diri anggota
organisasi jika mereka tidak mampu menge-
lola diri sedemikian rupa. Keyakinan bahwa
nilai saput poleng adalah suatu keniscayaan
dalam setiap diri manusia dan hal tersebut
merupakan hukum Tuhan di alam semes-
ta, dapat menjadi tameng organisasi dalam
menyikapi secara bijak setiap keadaan baik
dan buruk, serta suasana suka dan duka
yang terjadi. Kebijaksanaan manajemen
dalam konteks pengelolaan limbah medis
menghasilkan rumusan prioritas capaian
organisasi dalam menyelaraskan tujuan un-
tuk merespon tekanan regulator mengenai
dampak kualitas lingkungan hidup dan tu-
juan untuk kepentingan investor. Kebijak-
sanaan ini berada pada titik tengah tanpa
mengabaikan salah satu kepentingan dari be-
berapa tujuan yang akan dicapai organisasi.
Pencapaian pada keseimbangan
kepentingan-kepentingan yang sangat plu-
ral dilakukan oleh manajemen dengan sifat
ngayah, penuh ketulusan. Perilaku ngayah
selain dapat menyeimbangkan pencapaian
untuk kepentingan eksternal juga dapat
menjadi solusi atas ego sektoral yang se-
ring terjadi antardivisi dalam organisasi.
Ego sektoral antardivisi dapat mengham-
bat kinerja organisasi secara keseluruhan
sehingga untuk menyiasati permasalahan
tersebut manajemen memberikan pemaha-
man atas kesadaran ngayah. Manajemen
memberikan pemahaman bahwa bisnis ru-
mah sakit merupakan bisnis yang bertu-

juan mulia, menuntut perhatian yang besar
dan rasa kasih sayang dan jiwa sosial yang
tinggi pada pasien. Oleh karenanya sangat
penting untuk melaksanakan tugas masing-
masing dengan hati yang tulus, tanpa meng-
abaikan kepentingan bersama. Pemahaman
ini diberikan secara konsisten melalui sistem
keteladanan dan pelatihan. Ketulusan
melaksanakan tugas terefleksi pada wajah,
dan menurut Samra-Fredericks (2010) hal
tersebut merupakan bagian dari implemen-
tasi dari praktik akuntabilitas yang bermoral.

Tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan
dengan hati yang tulus merupakan sifat dan
perbuatan yang baik. Selanjutnya, hal-hal
baik yang dilakukan akan mendatangkan
Karmaphala yang baik, dan begitupun seba-
liknya. Dalam hal pengelolaan limbah medis,
organisasi memiliki peluang dan kesempa-
tan untuk mengabaikan regulasi lingkungan
yang dirasakan cukup membebani organi-
sasi. Meskipun demikian, perusahaan ber-
upaya melaksanakan regulasi sebagaimana
seharusnya, tetapi disesuaikan dengan ke-
mampuan organisasi pada saat itu. Manaje-
men meyakini bahwa kemampuan organisa-
si untuk melaksanakan pengelolaan limbah
medis yang tepat akan dapat terus mening-
kat jika upaya mematuhi regulasi dilakukan
secara maksimal dan terus menerus. Hal
ini disebabkan untuk mewujudkan rumah
sakit yang ramah lingkungan merupakan
suatu proses pembelajaran. Substansi dari
nilai karmaphala adalah tindakan yang baik
dalam melaksanakan praktik pengelolaan
limbah. Keyakinan karmaphala dari tinda-
kan yang baik akan membawa hal yang baik
merupakan cerminan dari keyakinan religius
dan filosofi pribadi para aktor (Parker, 2014).
Dengan pemahaman tersebut organisasi
dapat melaksanakan pengelolaan limbah dan
menyiapkan laporannya semaksimal mung-
kin sesuai dengan upaya dan usaha terbaik
yang dimiliki perusahaan pada saat itu.

Akuntabilitas organisasi yang baik
dapat terwujud dengan kerja sama staf dan
manajemen dalam melaksanakan praktik
pelayanan kesehatan yang beretika. Ker-
ja sama antarpersonil staf dan manajemen
didasarkan pada semangat untuk menjaga
kekompakan personil organisasi sebagai se-
buah tim. Pihak manajemen menyadari bah-
wa perbedaan status, golongan, pendidikan,
ataupun keahlian merupakan tantangan
bagi organisasi agar dapat bersinergi. Tim
organisasi yang bersinergi menjadi peng-
gerak pertumbuhan organisasi yang lebih
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Gambar 1. Akuntabilitas Berbasis Nilai-Nilai Mulat Sarira

cepat sehingga manajemen merasa per-
lu untuk memupuk perilaku paras paros
atau saling menghargai antar sesama ang-
gota organisasi untuk mencapai tujuan dan
kepentingan bersama. Berdasarkan pemba-
hasan pada bagian ini, maka akuntabilitas
yang berlandaskan pada nilai-nilai mulat
sarira dapat diilustrasikan pada Gambar 1.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa
akuntabilitas pengelolaan limbah berbasis
mulat sarira memiliki kandungan nilai-nilai
berikut pertama, puputan yang mencer-
minkan semangat dan tindakan habis-ha-
bisan untuk menjaga kehormatan, martabat,
dan etika organisasi sebagai partisipan yang
ikut serta menjaga kelestarian lingkungan.
Kedua, nilai ajeg yang mencerminkan suatu
bakti kepada Tuhan dengan menjaga kehar-
monisan dan keseimbangan hubungan de-
ngan sesama makhluk. Bentuk bakti terse-
but dilakukan dengan mengakui bahwa un-
sur nonmanusia memiliki hak yang sama
untuk dapat hidup dengan baik. Ketiga, nilai
jengah yaitu rasa malu atas ketidakmam-
puan menjaga keseimbangan alam. Nilai ini
mendorong munculnya perilaku akuntabel

yang berasal dari dalam diri aktor, tanpa
adanya tekanan eksternal. Keempat, nilai
Taksu yang berarti keyakinan spiritual, yang
berasal dari kekuatan pikiran dan kesada-
ran pribadi yang mendalam tentang kewa-
jiban melayani masyarakat sebagai bagian
dari bakti kepada Tuhan. Kelima, nilai desa
kala patra yaitu bijak beradaptasi, fleksibel,
dinamis, belajar terus menerus, dan selek-
tif. Nilai desa kala patra ini mendorong aktor
untuk berpikiran terbuka dalam menerima
perubahan. Keenam, nilai saput poleng da-
lam konsep akuntabilitas menuntut perilaku
aktor yang mampu menyeimbangkan kepen-
tingan organisasi dan kepentingan lingkung-
an. Ketujuh, nilai ngayah yang berarti
melaksanakan kewajiban sosial dengan hati
yang tulus. Kedelapan, nilai karmaphala yai-
tu hukum sebab akibat, yaitu apapun yang
diperbuat akan mendatangkan hasil yang
sepadan. Akuntabilitas terhadap pengelo-
laan limbah, dapat dilakukan dengan berba-
gai cara. Namun, kebijakan dalam memilih
cara yang tepat dan sesuai merupakan hal
yang penting bagi organisasi. Kesembilan,
nilai paras paros yang berarti saling meng-
hargai. Pencapaian tujuan organisasi dapat
diwujudkan dengan kerja sama antardivisi,
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dan dukungan seluruh staf dan manajemen.

Budaya mulat sarira sebagai salah satu
nilai filosofi budaya Bali memiliki kandung-
an nilai turunan. Nilai ini menjadi panduan
dalam memahami hakikat hidup, introspek-
si diri, dan pengendalian diri. Oleh karena
itu, apabila akuntabilitas pengelolaan lim-
bah tidak didasarkan mulat sarira, maka
pelaksanaan  akuntabilitas  pengelolaan
limbah hanya dilakukan berdasarkan atur-
an, tanpa kesadaran untuk mengendalikan
diri. Dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan
limbah berbasis mulat sarira merupakan
suatu bentuk cinta kasih, dan pertanggung-
jawaban pada sesama, makhluk hidup lain,
lingkungan, dan Tuhan. Hal ini menun-
jukkan bahwa mulat sarira mengingatkan
manusia bahwa dalam melaksanakan ak-
tivitasnya termasuk akuntabilitas penge-
lolaan limbah untuk tidak mementingkan
diri sendiri, tetapi harus mengutamakan
kebermanfaatan untuk kepentingan bersa-
ma, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di sisi
lain, kesadaran melaksanakan akuntabilitas
pengelolaan limbah berbasis mulat sarira
mampu menggerakkan SDM dengan lebih
optimal. Oleh karena itu, nilai mulat sari-
ra ini perlu diinternalisasi oleh semua ele-
men SDM dan diintegrasikan dalam pelak-
sanaan akuntabilitas pengelolaan limbah.

Dari temuan penelitian ini dapat dilihat
bahwa mulat sarira mampu menggerakkan
hakikat diri dalam membina hubungan yang
seimbang dan harmonis dengan sesama,
makhluk hidup lain, lingkungan, dan Tu-
han. Nilai-nilai akuntabilitas ini dibangun
dari kearifan mulat sarira yang dimiliki oleh
masyarakat Bali. Sementara itu, mulat sarira
itu sendiri merupakan kearifan yang dilan-
dasi oleh ajaran Tri Hita Karana yang meru-
pakan ajaran yang menjaga keseimbangan
hubungan antara Tuhan, alam dan manu-
sia. Artinya, unsur nonmanusia, yaitu Tu-
han dan alam merupakan bagian pilar yang
menjadi pijakan ajaran Tri Hita Karana. De-
ngan demikian, konsep akuntabilitas yang
dibangun dari kearifan mulat sarira mampu
mengisi kekosongan konsep akuntabilitas
yang ada selama ini, karena konsep akunta-
bilitas mulat sarira memiliki substansi nilai
perilaku yang berorientasi dalam menja-
ga hubungan Tuhan, alam, dan manusia
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